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BUPATI MELAW]
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PER@TURAN BUPATI MELAWI
NOMOR ?  TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA DI KABUPATEN MELAWI

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

bahwa berdasarkan  Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian
Dana Desa untuk setiap Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran
2018.

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sckadau
di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dgn
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

‘ Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
(lzmat;]agran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1‘4 Nomor
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

5.Undang-undang ...
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10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864),;

Peraturan Presiden Nomorl37 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537), sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1081).

11, Peraturan ...
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. A CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara
merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi; dan

c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimakgud dalam PasalZhuruf a, dihitu:hg
berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana te

ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2017 tentang
lema!;) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2018.

Pasal 4 ...



BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Pgmindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening
Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
tahap 1 sebesar 20% dilaksanakan setelah Bupati menerima:

a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran
i sebelumnya dari Kepala Desa.
f\ (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
‘ tahap II sebesar 40% dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi

penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.

(5) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
tahap Il sebesar 40% dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II dari KepalaDesa.

(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaianoutput Dana Desa tahap I sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output
menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dancapaian output sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan table referensi data
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan
capaian output. ] :

/™ (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum

” memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan table referensi
data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga
terkait.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan danpemberdayaan
masyarakat berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. : .

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam
prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati. el

(3) Persctu}}uan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat
evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10 ...
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PELAPORAN DANA DESA

Pannl 11

(1) Kepala l}rnu menyampaiknn laporan realisusi penyerapan dan capaian output Dana

" Denn setinp tahap penyaluran kepada Bupati,

() Laporan realinani penyerapan dan capainn output Dang Desa sehagaimana dimaksud
padi ayat (1) terdivt ntan:

0. laporan realisawi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran
scbelumnyn; dan
b. laporan realisasi penyerapan dun capaian output Dana Desa tahap I,
(3) Laporan  realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran
M scbelumnya  sebagnimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling
lambat tanggal 7 Januari tnhun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap | sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun
anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat
menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, du!t.nm hal: .
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4)

: tau Pasal 8 ayat (5); ; : :
. b. "lx‘erdupat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga

puluh persen); dan/atau ‘ ‘
¢. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional f;laerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap | tahun anggaran berjalan sebesar
s Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya . '
(3) ‘l.}):;:amnhul Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari
& jumlhh Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap 1, penyaluran Dana Desa tahap

‘ i kan, _ ' .
4) luﬁﬂﬁ.': ﬁ:?t::::;:m dengan minggu pertama bulan Juhlmhur_x anggaran bf:qalan sisa
; Dana Desa diRKD tahun anggaran scbelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga
i Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada

h persen), penyaluran Dana ‘ :
K;i‘tj ('.a)p:;duk Zjapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD,

(5) Bupati..,



Pasal 13

(1) Eulzlitl.lm menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
. men persyaratan penyalur i i
huruf a telah giterima;pe VUSR0S Qg dalani Pasal 10 ayal (1)
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama
dengan 30%; dan
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

ﬁ (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana
Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana
Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan
kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana d_imaksud
pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. .

(6) Dalam hal Desa telah memenubhi persyaratan penyalurgn sebcluql minggu pertama
bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran
sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN_ke RKUD kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua

~ _
" . pulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

lah dikenakan

i akukan pemotongan penyaluran Dana Desa dals.tm hal sete

t Bupl?t; millundaan l;eeny.«fy.luran Dana Desa sebagaimana dm.xaksuc.i dalam_Pasal 12
;;ralt ?l)pt(:uruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh

ana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berikutnya. : '

ana Desa sebagaimana dimaksud

DAK Fisik dan Dana

e aluran D
tongan peny:

< g:gl: :ergraluran Dana Desa tahun anggaran p
(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaitl.l{ruanKPA Lok
pada ayat (1) kepada Kepala KPPN scl uran

Desa.

BAB VII...



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan i ini
; pengundangan Peraturan Bupati
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi. i

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal 7' Februari2Q18

BUPATI MELAWI

k o

Diundangkan di Nanga Pinoh
~ pada tanggal 7 pebruari 2018

{'K SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

¢
IVO TIfuS MULYONO /

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2018 NOMOR 2



